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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan ¢ Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga
Tahun 2015 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan KPU Kabupaten
Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahn Lembaran Negara Rl Nomor 4286); Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950); Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234 ); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rl Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5678);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rl Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
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CATATAN :

dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Bersama Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun
2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PurbalinggaTahun 2015 Komisi Pemilihan Kabupaten
Purbalingga;

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 16 /Kpts/Kab.012-329398 / 2015 Tahun 2015 diatur tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan
KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar, Petugas Pemutakhiran Dara Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagai berikut
: 1. Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hibah Keperluan KPU Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun
2015, sebagimana tercantum dalam Lampiran | dan Il Keputusan ini; 2. Petunjuk Teknis
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Keperluan KPU Kabupaten
Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah suatu petunjuk yang harus dilaksanakan oleh KPU
Kabupaten Purbalingga, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP; 3. Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2015
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